BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2019), penarikan kesimpulan adalah memberikan

kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, kesimpulan yang

diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

1.

Pemasungan terhadap ODGJ dilarang dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap
Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/ atau
menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/ atau
kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa,
atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan
orang dengan gangguan jiwa”. Kemudian diikuti dalam Pasal 434 yang
berbunyi “Setiap Orang yang melakukan pemasungan, penelantaran,
kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan,
penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau
tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Upaya pemerintah untuk menangani pemasungan terhadap ODGJ dilakukan

melalui beberapa upaya kesehatan, meliputi: upaya promotif (edukasi);

91



92

upaya preventif (pencegahan); upaya kuratif (pengobatan); upaya
rehabilitatif (pemulihan); dan upaya paliatif (pendampingan). Hal ini diatur
dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

Kesehatan.

. Saran

. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan penegakan hukum guna
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak ODGJ, konsekuensi
hukum bagi pelanggar, serta perlindungan terhadap martabat dan kebebasan
ODGJ. Pelibatan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pemerintah desa,
dan masyarakat sipil, serta penguatan regulasi di tingkat daerah, diperlukan
untuk mencegah praktik pemasungan dan menjamin perlindungan hak
ODGJ. Dengan demikian, larangan pemasungan dapat diterapkan secara
efektif dan berkelanjutan serta mendorong terbentuknya budaya hukum
yang menghormati hak ODGJ.

. Pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ harus diselenggarakan secara
menyeluruh melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan
paliatif yang terpadu serta berkesinambungan guna menjamin hak ODGJ
untuk hidup layak, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi. Penguatan
sistem pelayanan, koordinasi antar-instansi, serta keterpaduan layanan
kesehatan jiwa dengan layanan sosial, pendidikan, dan ekonomi diperlukan
untuk mencegah pemasungan, mendukung pemulihan, dan melindungi hak-
hak ODGJ. Dengan demikian, ODGJ dapat memperoleh perlakuan yang

manusiawi, adil, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
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